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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG

PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan
wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menyusun
dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk
setiap tahapan Pemilu setelah terlebinh dahulu
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan
Pemerintah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara  Pemilihan Umum antara lain
menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu,
Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi
Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum yang merupakan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan
huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
235, Pasal 237 dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Pewakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
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6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun
2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan: 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

tanggal 30 Juli 2012.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun.

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk
memilih  anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang
bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.
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10.

11.

12.

13.

14.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komite Independen Pemilihan
Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh, adalah
penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di
provinsi dan provinsi Aceh.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komite Independen
Pemilihan Kabupaten/  Kota, selanjutnya disingkat KPU
Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara
Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota dan
kabupaten/ kota di wilayah provinsi Aceh.

Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk
melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkat PPLN, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar
negeri.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat
KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya
disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk
melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar
negeri.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut Pantarlih,
adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan
pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disingkat TPSLN,
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

Pemantau Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang
selanjutnya disebut Pemantau Pemilu meliputi Lembaga Swadaya
Masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dari Luar Negeri,
Lembaga Pemilihan Luar Negeri, dan Perwakilan negara sahabat di
Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada KPU dan telah
memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.


http://www.djpp.depkumham.go.id

15.

16.

1P

a.

® o o o

5 2012, No.826

Pemantauan Pemilihan Umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pemantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk memantau
pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD.

Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilu yang
telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB Il
PERSYARATAN MENJADI PEMANTAU PEMILU
Pasal 2
emantau Pemilu meliputi :
Lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu dalam negeri;
. Pemantau Pemilu berbadan hukum dalam negeri;
Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
. Lembaga pemilihan luar negeri; dan
Pemantau Pemilu dari perwakilan negara lain.

(2) Selain pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemantau Pemilu dapat berasal dari perseorangan dalam negeri yang
tidak berkedudukan sebagai pengurus dan/atau anggota partai
politik, serta perseorangan dari luar negeri.

Pasal 3
Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memenuhi
syarat :
a. bersifat independen;

b. mempunyai sumber dana yang jelas, dan

c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

1P

Pasal 4
emantau Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, selain memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memenuhi persyaratan
khusus :

a. mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang pemantauan

pemilu di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari
organisasi pemantau yang bersangkutan, atau dari pemerintah
negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan
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